
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA DAN TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  menindaklanjuti  hasil  klarifikasi
Gubernur  Jawa  Tengah  tanggal  6  April  2016  Nomor
180/0006378 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten  Banjarnegara,  sehingga  Peraturan  Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Satwa dan Tumbuhan perlu untuk diubah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  dalam huruf  a,  perlu  menetapkan  Peraturan
Daerah  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Satwa dan Tumbuhan;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan  Provinsi  Djawa  Tengah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1974  tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara  Pidana   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1981 Nomor  76,  Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

5. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang
Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan
Ekosistemnya  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1990  Nomor  49, Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya  Tanaman  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

7. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1992  tentang
Karantina Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992 Nomor  56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);

8. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang
Kehutanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1999 Nomor  167,  Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3888)  sebagaimana  telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran



Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

9. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  4433)  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang  Perikanan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

10. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2009  tentang
Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

12. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan   Lingkungan   Hidup
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

14. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Rebublik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah, terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1950  tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun  1950  tentang  Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  1977  tentang
Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit-penyakit  Hewan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  1992  tentang
Obat Hewan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1992  Nomor  129,  TambahanLembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3509);

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  68  Tahun  1998  tentang
Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998  Nomor  132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3776);

19. Peraturan Pemerintah  Nomor  7 Tahun  1999  tentang
Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3803);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1999  tentang
Pemanfaatan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  Liar
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999



Nomor  15,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 3802);

21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2000  tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor  161,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

22. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2001  tentang
Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  2004  tentang
Perlindungan  Hutan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  4453) sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30
Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5056);

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

25. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2012  tentang
Alat  dan  Mesin  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor  72,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5296);

26. Peraturan  Pemerintah  Nomor  95  Tahun  2012  tentang
Kesehatan  Masyarakat  Veteriner  dan  Kesejahteraan
Hewan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun



2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5356);

27. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2014  Nomor
199);

28. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  11
Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
Kabupaten  Banjarnegara  Tahun  2011-2031  (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19
Seri  E,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 145);

29. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  4
Tahun 2013 tentang Daerah  Aliran  Sungai  (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 7
Seri  E,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 158);

30. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  19
Tahun 2015 tentang Perlindungan Satwa dan Tumbuhan
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
Nomor2,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 206);

31. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  8
Tahun  2016  tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
Nomor  16,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN SATWA DAN TUMBUHAN

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 19  Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
19 Tahun 2015 tentang Perlindungan Satwa dan Tumbuhan  (Lembaran Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Tahun 2016 Nomor 2,  Tambahan  Lembaran  Daerah
Kabupaten  Banjarnegara  Nomor  206) diubah,  sehingga  Pasal  19  berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  12 ayat  (1) dan Pasal  13 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana
kurungan  paling  lama  3 (tiga)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

dan disetorkan ke Kas Negara.
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
           Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA  TAHUN  2016
NOMOR 24

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 24/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina 

NIP. 19721030 199703 1 003



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN SATWA DAN TUMBUHAN

I.   UMUM 
Bahwa dalam rangka untuk menjaga kelestarian satwa dan tumbuhan,

Pemerintah  Daerah  telah  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015 Perlindungan Satwa dan Tumbuhan. 

Namun sesuai dengan hasil klarifikasi  Gubernur Jawa Tengah tanggal
6 April 2016 Nomor 180/0006378 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah
Kabupaten  Banjarnegara,  sehingga  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara  Nomor  19  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Satwa  dan
Tumbuhan,  dalam  Pasal  19  ayat  (3)  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Banjarnegara  Nomor  19  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Satwa  dan
Tumbuhan tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana terkait dengan penerimaan
berdasarkan  putusan  pengadilan  dan  yang  berasal  dari  pengenaan  denda
administrasi, sebagai salah satu jenis kelompok penerimaan Negara Bukan
Pajak. 

Untuk  menindaklanjuti  hasil  klarifikasi  Gubernur  Jawa  Tengah
tersebut,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  atas  Peraturan  Daerah



Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perlindungan Satwa
dan Tumbuhan.

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
NOMOR 226


